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ABSTRAK

: PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB 
JALAN DAN ANGKUTAN JALAN 
PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN 

: DWINDY PUTRA SASTRIA 
: 02061001038
: Peraturan Daerah, Penyidikan, Jatan, Angkutan, Kota Palembang.

Judul Skripsi
PERATURAN DAERAH KOTA

Nama
NIM
Kata Kunci

Pada tahap awal pemberian sanksi pada pelanggar Peraturan Daerah dilakukan penyidikan yang 
dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam penegakan Perda: Maka bagaimana Proses 
Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 
2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Pasal 8 ayat (4) Mengenai Tertib Jalan dan Angkutan di 
Jalan yang diterapkan di Kota Palembang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
atas perubahan Undang-Undang 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan? Dalam 
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan 
Ketertiban Paragaraf Satu Pasal 8 mengenai Tertib jalan dan Angkutan jalan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan berwenang dalam melakukan penindakan terhadap 
pelanggaran lalu lintas yang diatur didalam Peraturan Daerah. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang- 
Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang berdampak terhadap perubahan sistem dan mekanisme 
penyidikan terhadap pelanggaran di Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Sesungguhnya saat berlakunya 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum atas Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Terjadi Tumpang Tindih 
Peraturan dalam hal penegakan di jalan.. Hal ini yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Akibat dari 
dicabutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum dari Peraturan 
Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban maka Perda 
tersebut perlu dilakukan Perubahan agar tidak terjadi pertentangan antara aparat penegak perda 
dengan aparat penegak undang-undang.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin modem suatu masyarakat, semakin banyak bidang-bidang 

kehidupan yang diatur oleh hukum. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena 

suatu masyarakat modem, antara lain, ditandai dengan adanya tingkat diferensiasi 

sosial yang relatif tinggi. Apabila harus ada unsur dari masyarakat yang 

mengintegrasikan bagian-bagian masyarakat dan hukum merupakan unsur yang

idapat mengadakan integrasikan tersebut.

Hukum telah mengatur didalam masyarakat untuk dapat menciptakan

ketertiban dan ketentraman, ketertiban menjadi unsur yang sangat diperlukan agar 

tercipta masyarakat yang teratur. Negara yang tertib akan menjadi negara yang 

maju dan aman karena masyarakatnya telah timbul kesadaran hukum sejak dini.

Pusat Penelitian dan pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara(editor 
Soejono Soekanto) .1984Jnverlarisasi dan analisa terhadap Perundang-undangan Lalu- 
jL/w/asJakarta:CV. Rajawali, hal. 8
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Didalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal 

berlakunya hukum sebagai kaedah. Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada 

anggapan-anggapan sebagai berikut: 2

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentunya didasarkan pada 
kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila berbentuk 
menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila 
menunjukan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. 
Loegemann).

2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. 
Artinya, Kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 
walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi 
berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita- 
cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Adanya pemikiran yang mengarah tentang Pengaturan dengan Hukum.

Dalam hal ini pengertian hukum dipersempitkan pada hukum tertulis atau

perundang-undangan. Suatu Kaedah Hukum (Peraturan Tertulis) dipengaruhi oleh 

Faktor-faktor yaitu:3

1. Kaedah Atau Peraturan itu sendiri; dalam hal mengatur suatu peraturan yang 

jelas,sistematik, dan sinkron. Peraturan dapat berupa Undang-undang, Perpu, 

dan Perda.

2 Soerjono Soekanto Dan Mustapha Abdullah .1980. Sosiologi Hukum dalam masvarakaL 
Jakarta: Rajawali, hal. 13

. 3 Soerjono SoekMto.2010.Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta;
Kajawali Pers, nal. 8
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2. Penegak Hukum; Petugas yang menjalankan Kaedah hukum agar tetap 

dengan peraturan yang telah diamanatkan dalam peraturan yang telah 

diterbitkan. Penegak Hukum seperti; Polisi, Jaksa, Pol-PP.

3. Fasilitas (Prasarana); Sarana penunjang dalam mencapai tujuan dalam suatu 

peraturan, Misalnya Alat Transportasi, Komputer, kertas, dan lain-lain yang 

dianggap sebagai suatu sarana yang dibutuhkan.

4. Masyarakat; pada dasarnya masyarakat diatur oleh kaedah hukum, karena 

masyarakat masuk kedalam ruang lingkup dari kaedah tersebut. 

Kaedah(Peraturan) timbul karena adanya masyarakat.

5. Kebudayaan; Sebagai Hasil karya, cipta dan rasa oleh masyarakat dalam 

pergaulan masyarkat.

sesuai

Kelima faktor tersebut memiliki kaitan satu sama lain jika salah satunya

tidak beijalan dengan baik atau mengalami hambatan maka tujuan dari kaedah 

tersebut tidak akan tercapai. Hukum sebagai peraturan akan beijalan dengan baik 

jika penerapan yang dilakukan penegak hukum dan fasilitas penunjang yang 

dibutuhkan dalam pelaksana beijalan dengan baik dan masyarakat dengan 

sungguh-sunguh menjalankan peraturan tersebut tidak dengan paksaan. Agar 

hubungan ini bisa beijalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah- 

kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak 

orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.



4

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi 

hukum karena rasa takut terkena sanksi negatif adalah, bahwa “hukum tersebut 

tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi secara ketat, maka ada 

“peluang” untuk menerobosnya”.4 Banyak masyarakat yang menganggap hukum 

sebagai sanksi, masyarakat menjalankan peraturan hanya karena terpaksa bukan 

dari kesadaran hatinya, Tidak ada sanksi jika tidak ada pelanggaran atau hal yang 

dianggap melawan hukum. Masalah Sanksi dalam hukum, sudah sejak lama 

menjadi suatu masalah yang dibicarakan oleh ahli-ahli hukum maupun pihak- 

pihak lainnya. Ada sementara pendapat yang menyatakan, bahwa “sanksi 

merupakan salah satu ciri yang membedakan hukum dari norma-norma sosial 

lainnya didalam masyarakat”.5 Sehubungan dengan hal tersebut, tertib lalu-lintas 

dijalan raya dapat dijadikan sebuah contoh dalam penegakan sanksi terhadap 

peraturan yang telah ada.

Setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, 

mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk 

apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan satu kebutuhan 

pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, kalau, warga masyarakat 

mempergunakan jalan, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu-lintas 

maupun angkutan jalan raya. Supaya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan 

pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, ”maka di perlukan pengaturan-

4 Soerjono Soekanto Dan Mustapha Abdullah .Op cithal. 23 
3 Soerjono Soekanto Dan Mustapha Abdullah .Op cit., hal. 175-176
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keamanan atauketertiban maupuntertentu mengenaipengaturan

keselamatannya”.6 Negara Indonesia sebagai negara kesatuan telah memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri kepentingannya, salah 

satunya Kota Palembang. Kota Palembang Mulai berbenah dalam mengancang 

semboyan Palembang Kota Internasional. Penduduk kota bertambah seiring 

dengan kemajuan Kota Palembang banyak masyarakat dari daerah pindah ke kota 

dan mencari nafkah di Kota Palembang. Hal tersebut membuat makin banyaknya 

pengoperasian angkutan penumpang umum bus kota dan sejenisnya. Karena 

Banyaknya angkutan tersebut maka perlunya penertiban tersebut dalam bentuk 

Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat (7) 

Peraturan Daerah adalah ”Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. 7

Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan

Daerah (Perda) adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. 

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang Tentang

Pusat Penelitian dan pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara(editor 
Soejono Soekanto)., Op c/7., hal. 1

Pasal 1 ayat 7 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
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Pemerintah Daerah adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di 

Propinsi maupun di Kabupaten/Kota” Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 20048 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas masing masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung 

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- 

undangan yang lebih tinggi.

Perda tentang penertiban angkutan umum di Kota Palembang diatur 

dalam Perda No. 13 Tahun 2007 di dalam Perda tersebut mengatur tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 

Tentang Ketentraman dan Ketertiban. Didalam Perda tersebut di atur juga 

mengenai Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran yang dilarang dalam Perda 

tersebut.

Pengunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagaimana salah 

satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan 

penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah ”untuk mencapai

Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
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kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini 

termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang regional 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.9 Sanksi pidana diberikan untuk 

menimbulkan efek jera dari terhadap pelaku pelanggaran untuk tidak 

menggulanggi perbuatannya kembali. Sanksi Pidana menekankan pada kesalahan 

yang dilakukan oleh pelanggar yang tidak diingini oleh undang-undang.

Suatu perbuatan hanya dapat dipermasalahkan pada petindak pidana, 

jika ia pada melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkannnya 

atau setidak-tidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. 10

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan tersendiri terhadap penegakan 

peraturan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah telah menunjuk aparatnya 

dalam melakukan penegakan terhadap peraturan daerah tersebut baik dalam

pun

proses penegakan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam

masyarakat di Kota Palembang.

Peraturan Daerah mengenai penertiban angkutan umum di Kota 

Palembang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007. Peraturan 

Daerah tersebut merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 44 tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban. Didalam kedua 

Perda tersebut di atur juga mengenai Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran

9 Joko Prakoso,1984. Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan 
Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 31.

10 L. L. Van Apeldom.1993., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradya Paramita, Cetakan 
keduapuluhlima, hal. 329
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yang dilakukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Tertib Jalan dan Angkutan di 

jalan diatur didalam Pasal 8 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 :

(1) Semua Troktoar hanya digunakan oleh pejalan kaki.

(2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dlengkapi 
dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (Zebra 
croos) diwajibkan menggunakan sarana tersebut.

(3) Setiap pemakaian jasa angkutan penumpang umum dijalan wajib menunggu 
kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

(4) Setiap angkutan penumpang umum bus kota dan sejenisnya harus berjalan 
pada lajur jalan yang telah ditentukan dan wajib berhenti pada halte yang 
sudah ditentukan.

(5) Setiap pengendaran kendaraan bermotor roda 2 dan penumpang wajib 
mengenakan helm.

(6) Setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, pengemudi dan yang 
duduk/penumpang disampingnya wajib memakai sabuk keselamatan, kecuali 
pada jalan yang pelaksanaannya akan di atur oleh Walikota.

Sedangkan Ketentuan Pidana yang diatur didalam Peraturan Daerah diatas 

terhadap pelanggarannya diatur dalam Pasal 33 :

(1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 s.d. Pasal 20, Pasal 22 
s.d Pasal 25 , Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (4), dan 
Pasal 31 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama tiga bulan 
atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

(2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana 
yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam 
pidana sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
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(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran dan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

Perda diatas jelas mengatur Tentang Tertib Jalan dan Angkutan di Jalan. 

Tetapi mengapa pada penerapan Perda tersebut sering kali tidak ditaati, pada 

Pasal 8 ayat (4) Banyak sopir angkutan umum berhenti tidak pada tempat yang 

telah disediakan dan tidak berhenti di halte, sesuai yang diatur didalam perda 

tersebut sedangkan angkutan umum wajib berhenti, kejadian tersebut terjadi 

berulang-ulang kali tanpa ada tindakan tegas dari aparat yang diberi wewenang 

dalam menegakan Perda tersebut, Halte yang dibuat terlihat kurang bermanfaat 

dibangun. Pihak Dinas Perhubungan telah membuat halte di depan SMA

Methodist I tapi hasilnya tidak ada. Halte tersebut tidak pernah digunakan dan

hanya jadi tempat pengemis dan gelandangan untuk tempat mereka beristirahat

disaat malam, hal ini tidak sesuai dengan fungsi dari di bangunannya halte 

tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu- 

Lintas dan Angkutan Jalan, Halte adalah ’Tempat pemberhentian Kendaraan 

Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang1’.12 Perda ini tidak 

berfungsi dengan baik oleh karena itu pelanggaran terhadap Perda tersebut harus 

dikenakan tindakan secara represif berupa sanksi oleh aparat penegak hukum. 

Pada tahap awal pemberian sanksi pada pelanggar Peraturan Daerah tersebut akan

Pasal 8 dan Pasal 33 Perda Kota Palembang No. 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan 

12 Pasal 1 ayat 14 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ketertiban.

r- <;
f

K
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dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam

penegakan Perda tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis

akan mencoba meneliti:

"PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB

JALAN DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA

PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka timbul 

permasalahan yaitu Bagaimana Proses Pelaksanaan Penyidikan terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 

Ketentraman dan Ketertiban Pasal 8 ayat (4) Mengenai Tertib Jalan dan Angkutan 

di Jalan yang diterapkan di Kota Palembang Setelah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan?
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C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Peraturan Daerah Kota Palembang dalam 

hal Tertib Lalu-Lintas dalam penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh pengguna jalan oleh Instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan

Peraturan Daerah tersebut.

2. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib

di Jalan raya yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota

Palembang No. 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi:

1. Manfaat Praktis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

atau manfaat yang baik, baik bagi diri penulis sendiri ataupun khalayak yang 

berkenan membaca hasil dari penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat memberikan solusi atau 

membantu pihak-pihak yang membutuhkan tulisan ini sebagai bahan bacaan
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untuk menambah referensi terhadap ilmu pengetahuan yang mungkin dapat

berguna bagi pembaca.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk Lebih terarahnya pembahasan skripsi ini, maka penulis 

membatasi ruang lingkup pembahasan hanya terhadap Paragraf 1 Tentang Tertib 

Jalan dan Angkutan di Jalan yaitu Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan

metode pendekatan hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang diteliti

pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap masyarakat.13

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan 

sekunder. Penelitian ini digunakan dengan cara wawancara dan mempelajari 

bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.

13 Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 2003, hal 14
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3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

empirik maka data yang dikumpulkan berupa data primer atau bahan-bahan yang 

dikumpulkan melalui cara wawancara secara terstruktur dengan pihak yang terkait 

dengan masalah proses penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah kota 

Palembang No. 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban dalam Tertib 

jalan dan angkutan jalan. Teknik sampling digunakan dalam penelitian ini

secara Purposive Sampling dalam arti menetapkan syarat-syarat tertentu yang

harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel. Dan syarat-syarat

informan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang mempunyai 

pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.14

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.) Data Primer didapat melalui wawancara dari informan yang ditetapkan 

secara Purposive Sampling. Informan terdiri dari:

1. Dinas Perhubungan = 5 Orang

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) = 1 Orang

Polisi Pamong Praja

3. Polisi Lalu-Lintas = 1 Orang

4. Pengemudi Angkutan Umum

a. Angkutan Kota = 10 Orang

b. Angkutan Bis Kota = 10 Orang

14 Ibid., hal. 196
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= 10 Orang5. Masyarakat Umum(Penumpang)

Sedangkan Penentuan terhadap Pengemudi dan masyarakat diambil 

berdasarkan naik dan turunnya penumpang tidak pada tempat yang ditentukan 

Secara Accidental Sampling15, Penerapan tata cara ini semata-mata didasarkan 

pada masalah praktis dan ekonomisnya.16

2.) Data sekunder diperoleh melalui Penelitian dan bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan pustaka yang dipakai sebagai 

acuan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

a.) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007

Tentang Ketentraman dan Ketertiban.

b.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

c.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah.

d.) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

e.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Accidental Sampling,Pemilihan anggota sampel dengan sesuka hati, sebab itu 
sifatnya sangat subyektif. Lihat Usmawadi, SH.,M.H.,Afa/er/ Pendidikan dan Latihan Kemahiran 
Hukum (PLKH) No. XIV(Revisi) Februari 2010. Palembang: Penerbit Laboratorium Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya hal. 283

Soerjono Soekanto.2008. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia, hal. 196
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2) Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, doktrin, dan 

yurisprudensi.

3) Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini 

menggunakan: Kamus Bahasa Indonesia Dan Bahan hukum lm 

terdiri dari: buku-buku, referensi, dan literatur, Surat Kabar, Tulisan

Ilmiah dan Internet.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dari penelitian ini dilakukan di Kota Palembang. Dipilihnya

Kota Palembang sebagai tempat penelitian;

1. Kota Palembang banyaknya pengoperasian angkutan umum baik berupa

angkutan kota dan bis kota

2. Angkutan Umum maupun Bis kota merupakan alat transportasi yang 

paling sering digunakan masyarakat Kota Palembang.

3. Kota Palembang sebagai Kota Berbasis Internasional sesuai dengan 

Program Kerja dari Pemerintah Kota Palembang.

17 Soetjono Soekanto.2007. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, hal. 32
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5. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dan

dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode
1 dKualitatif secara Deskriptif, diuraikan dan dihubungkan secara

sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dengan 

metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang umum terlebih dahulu 

untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.19

18 lbid.y hal.32
2008'hall?" J°han NaSUti°n’ Me,°de Penelilian llmu HukumMmAzi Maju, Bandung,
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Bapak Drs. Mardawi S., MM

Wawancara dengan Bripka Heryato. Polantas

Perundang-undangan r
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan di Jalan



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman 
Satuan Polisi Pamong Praja Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Kewenangan Pemerintah 
Daerah/Kabupaten di Bidang Perhubungan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2001 Tentang Pembentukan

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Ketentraman dan

Ketertiban

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Perubahan atas Tentang 

Ketentraman dan Ketertiban.

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Operasional PPNS dalam Penyidikan dan Penegakan Hukum 

Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Palembang
f

Internet

http://dishub.palembang.go.id/strukorganisasi.php?a=postel

http://dishub.palembang.go.id/strukorganisasi.php?a=postel

